BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KRAKSAAN

A. Deskripsi Putusan PA Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA.Krs.
1. Sekilas tentang PA Kraksaan.

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga Peradilan Agama
yang berkedudukan di Kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama,
Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara
orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.' Dari pengertian di atas
maka Pengadilan Agama Kraksaan adalah suatu pengadilan tingkat pertama
yang menangani masalah hukum perdata Islam tertentu di wilayah

Kabupaten Probolinggo.

'Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998), 6.
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a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kraksaan

Kompetensi relatif adalah kompetensi Pengadilan Agama
berdasarkan daerah hukumnya, kompetensi relatif ini mempunyai arti
penting sechubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan
mengajukan perkaranya.> Wilayah hukum yang termasuk dalam
kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan terdiri dari 24 kecamatan,
terdiri dari 327 desa atau kelurahan. Kecamatan tersebut adalah
Kecamatan Dringu, Gending, Banyuanyar, Maron, Gading, Krucil,
Tiris, Pakuniran, Besuk, Kotaanyar, Paiton, Kraksaan, Pajarakan,
Krejengan, Tegalsiwalan, Leces, Bantaran, Kuripan, Sumber,
Wonomerto, Sukapura, Sumberasih, Tongas, Lumbang.3

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kraksaan

Pengadilan Agama Kraksaan merupakan pengadilan tingkat
pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkar-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan

hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf, zakat,

*Ibid., 26.
JPengadilan Agama Kraksaan, Laporan Tahun 2011, (Kraksaan : Pengadilan Agama, 2011)
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infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah.* Hal ini sesuai dengan apa
yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989.

2. Deskripsi Kasus.

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus permohonan cerai
talak yang diajukan oleh pemohon pada Pengadilan Agama Kraksaan
tertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini pemohon adalah Abd Hadi, umur
37 Tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan S.1, bertempat
tinggal di Dusun Sekar Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo. Pemohon dalam kasus ini mengkuasakan perkaranya dengan
kuasa khusus pada dua orang advokat yakni Hasanuddin, SH., SHI., MH

dan Dwi Sumitro, SH.?

‘Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud
ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah,
antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi
syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah,
sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, penggadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan
syari’ah dan bisnis syari’ah.

5 Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor: 1280/Pdt.G/2010/PA Krs. 1.
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Sedangkan pihak termohon dalam hal ini adalah Mutmainnah, umur
37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun
Sekar Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

Tentang duduk perkaranya bahwa antara pemohon dan termohon
telah menikah pada tanggal 13 Nopember 1995, yang dicatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Kemudian
setelah pernikahan itu keduanya hidup rukun sebagai suami istri kurang
lebih 15 tahun dan bertempat tinggal di rumah pemohon dan selama itu pula
pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.’

Tetapi kemudian rumah tangga antara pemohon dan termohon yang
pada awalnya berlangsung dengan baik dan harmonis menjadi tidak
harmonis. Keduanya seringkali melukakan perselisihan dan pertengkaran.
Karena ketidak harmonisan rumah tangga mereka, pemohon dan termohon
hidup terpisah selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu pula keduanya
sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Kemudian pemohon
melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan
Agama Kraksaan dengan alasan-alasan berikut:

a. Pemohon sudah merasa tidak cocok lagi untuk meneruskan kehidupan

rumah tangga dengan termohon.

¢ Ibid
7 Ibid,. 2
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b. Antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang
kemudian berujung pada pertengkaran. Hal ini dikarenakan termohon
yang sering cemburu buta, suka marah-marah dan tidak menurut pada
pemohon.

c. Termohon selalu kasar kepada pemohon dan apabila diingatkan,
termohon malah marah-marah. Termohon juga over protectif terhadap
pemohon.

d. Akibat perbuatan termohon, pemohon menjadi menderita lahir batin
karena rumah tangganya tidak berjalan dengan baik.®

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon melalui
kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan
sebagai berikut:

a. Menerima baik permohonan pemohon;

b. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

c. Mengijinkan pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap

termohon;

8 Ibid., 2
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d. Menyatakan perkawinan pemohon dan termohon yang dicatatkan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo No:
345/59/X1/1995 putus karena perceraian;

e. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;’

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon
tersebut, termohon menyampaikan jawabannya secara tertulis melalui
konpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Termohon membenarkan bahwa pemohon dan termohon telah
menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak. Selama pernikahan pemohon
dan termohon bertempat tinggal di rumah pemohon.

Termohon tidak menerima alasan pemohon bahwa termohon adalah
orang yang over protectif, serta suka marah-marah apabila diingatkan,
pencemburu (sering cemburu buta) tanpa tahu siapa yang dicemburukan,
tetapi yang benar adalah bahwa pemohon telah berselingkuh dengan Yuni,
dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan termohon dengan tanpa perasaan.

Selanjutnya karena permohonan perceraian ini datang dari pemohon,
maka termohon menuntut hak-hak termohon sebagai berikut:

a. Nafkah terdahulu (madiyah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) perhari;

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

° Ibid.
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C. Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
d. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap
bulan sampai dewasa.'
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor:
1280/Pdt.G/2010/PA Kis.

Permohonan pemohon pada pokoknya adalah terkabulnya
permohonan perceraian. Pemohon mengajukan permohonan perceraian
dengan alasan adanya perselisihan dengan termohon dan sikap-sikap
termohon yang sudah tidak dapat dimaklumi lagi oleh pemohon. Maka
dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal
yang bepengaruh dan nantinya menjadi dasar putusan perkara ini.

Dalam jawabannya termohon menolak seluruh dasar yang dijadikan
dasar dalam permohonan pemohon, terkecuali apabila alasan dan dasar
peristiwa atau dasar hukum yang dijadikan posita dalam perkara ini diakui
secara tegas oleh termohon akan kebenarannya. Termohon juga
menambahkan bahwasanya pemohon telah berselingkuh dengann Yuni, dan
tanpa alasan yang jelas meninggalkan termohon dengan tanpa alasan.'!

Kemudian pada repliknya pemohon melalui kuasa hukumnya

menyatakan masih tetap pada permohonannya, pemohon dan termohon

% Ibid., 4-5.
W Ibid, 12.
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terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selain itu merujuk pada
Yurisprudensi Mahkamah Agung R1 No. Reg. :534/Pdt/1996 tanggal
putusan 18 Juni 1996, yang berbunyi: bahwa dalam hal perceraian tidak
perlu dilihat dari siapa percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu
sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Dan
pula disandarkan pada kaidah figh yang berbunyi: ‘“dar al-mafasid
muqaddamun ‘ala jalbi al-masalih’. Pemohon juga mohon putusan hakim
yang perpegang teguh pada ‘“Yasarruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bi
al-maslahah’. Sehingga keadilan subtantif yang tercapai, bukan hanya
keadilan formal."

Sedangkan pada dupliknya termohon tetap pada jawaban
pertamanya, dan selanjutnya menyangkal seluruh replik pemohon.
Termohon tidak sependapat jika terjadi pertengkaran, akan tetapi yang
terjadi adalah pemohon berselingkuh dengan Yuni sampai sekarang, dan hal
inilah yang menyebabkan rumah tangga pemohon dan termohon pisah
rumah.

Pendapat Majelis Hakim, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis

Hakim telah memerintahkan kuasa hukum pemohon untuk menghadirkan

"2 Bhid., 13.
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prinspalnya, namun pemohon prinsipal tidak pernah hadir. Majelis Hakim
juga telah cukup berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik
melalui persidangan dengan menaschati pemohon melalui kuasa hukumnya,
agar bersedia rukun kembali tidak bercerai dengan termohon, maupun
melalui upaya mediasi di luar persidangan dengan menunjuk saudara Drs. H.
Abd. Rasyid A., MH. Sebagai hakim mediator untuk memenuhi maksud
PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya-upaya tersebut ternyata tidak
berhasil. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara pemohon
dan termohon sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati
antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan
saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga
tersebut sulit untuk dirukunkan kembali/disatukan kembali seperti semula.
Sehingga tujuan perkwinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki al-Qur’an surat ar-Rum
ayat 21, dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan tidak terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang
demikian ini, hanya akan menimbulkan madlarat (bahaya) bagi salah satu
pihak."

Dengan demikian, maka dalil permohonan pemohon pada posita

telah terbukti, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

B bid, 16
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undang nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jls Pasal
19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 1975 dan Pasal 116 (f)
Kompilasi Hukum Islam. o

Majelis Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI No. Reg.: 534/pdt/1996 tertanggal 18 juni 1996 yang berbunyi: bahwa
dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcokan atau salah
satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah
perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahakan atau tidak. Dalam
masalah ini, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin
dapat dirukunkan kembali, karena pemohon telah berkeras hati ingin
menceraikan termohon. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi dan
pengakuan termohon tersebut patutlah kiranya alasan-alasan permohonan
pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.14

Berdasakan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, maka
mejelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dapat
dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan

talak satu raj’i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama

Kraksaan.'

4 bid, 17
5 bid.
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B. Deskripsi Pembatalan Putusan Pada PTA  Surabaya Nomor
115/Pdt.G/2011/PTA Krs
1. Sekilas tentang PTA Surabaya
Lembaga Peradilan Agama didirikan untuk menegakkan keadilan
bagi pihak pencari keadilan. Apabila tujuan tersebut belum dirasakan oleh
salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatannya atas
putusan hakim di tingkat pertama untuk dapat diperiksa kembali oleh
Peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum demikian disebut banding yang
dalam lingkungan Peradilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi
Agama.'®Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah
mengenai sengketa ahli waris yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan
tingkat banding yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yakni
Kota Surabaya.
a. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Sesuai dengan Pasal 5| Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding,
Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

' Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dj Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006), 173.
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Di samping itu Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang
mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.
b. Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi
wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang
berada di Jawa Timur, termasuk juga wilayah di Madura yaitu
Pengadilan Agama Sampang, Pengadilan Agama Bangkalan,
Pengadilan Agama Pamekasan, Pengadilan Agama Sumenep, dan pulau
Bawean yaitu Pengadilan Agama Bawean.
2. Deskripsi kasus
Kasus ini bermula dari upaya banding yang dilakukan oleh
pembanding yang semula adalah termohon yang terdaftar di Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby. "’
Dalam menyelesaikan perkara cerai tersebut, Pengadilan Tinggi
Agama dalam putusannya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby memberikan
pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri dan
membatalkan  putusan Pengadilan Agama  Kraksaan  Nomor:

1280/Pdt.G/2010/PA Kis.

' Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 115/Pdt.G/2011/PTA.Sby., 1.
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3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor:
115/Pdt.G/2011.PTA.Sby

Pokok masalahnya dalam putusan tersebut yaitu tentang formalitas
Upaya Perdamiaan, Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan
Tinggi Agama berbeda pendapat dan berbeda pula dasar hukum yang
digunakan oleh keduanya. Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi
Agama adalah:

Pihak pemohon dalam perkara 2 quo sampai 10 (sepuluh) kali sidang
tidak pernah hadir sama sekali, melainkan hanya dihadiri oleh kuasa
hukumnya. Dalam putusan hakim tingkat pertama dinyatakan bahwa dalam
upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa hukum
pemohon untuk menghadirkan pihak prinsipalnya, namun ternyata pemohon
prinsipal tidak pernah hadir.'®

Di dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama menyatakan: “Dalam sidang perdamaian tersebut,
suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak
bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datan menghadap secara
pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk
itu. Dan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 pada

Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 pada angka 8 disebutkan bahwa:

8 bid, 2-3
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“para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum

yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk

memperoleh penyelesaian™'’

Majelis Hakim juga menggunakan dasar pendapat ahli Hukum Acara
Perdata M. Yahya harahap, S.H., yang menyatakan bahwa:

Para pihak sebagai prinsipal atau meteriil, mutlak harus hadir dalam
setiap pertemuan. Tidak dapat hanya dibadiri oleh kuasa hukum dalam
kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak formil. Kebolehan dan
kapasitasnya menghadiri pertemuan hanya mendampingi pihak prinsipal.
Oleh karena itu pertemuan yang hanya dihadiri oleh kuasa tanpa hadirnya
pihak materiil, tidak sah dan tidak mengikat.?’

Atas dasar dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama memutuskan bahwa putusan Pengadilan
Agama Kraksaan tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus

dibatalkan. !

" mid, 3
2 mbid,
2 id,



